
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAK JCABUPATEN FONTIANAK

NOMOR 8  TAHUN 2012

TSNTANG-

RETRIBUSI PELAYANANPERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAKIviAT TUHAN YANG IvIAKA E3A

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang-: a. bahwa  dengan  di  tetapkannya  Undang-Undang
Nomor 28 Tatiuxi 2009 teiytang Paiak Daerah. dan
Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten
Pontianak Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Retribusi
Peiayanan.
disesuaikan;

rsampahan/Kebersihan @t~id-t-Ti i

b. balrwa  berdasarkan  pertinibangan  sebagaimana
dimaksud  huruf  a.,  perlu  membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersiliaii;

MengingaL  : i. Pasal  IS  ayal  (6)  Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Penetapan  Undang-Undang
^j .  V^< Ix^C<_Li.gl~ V_/ X-LVJ.CXX J-^ 1 "< UlllUl ./ / X CtJ-A Uii O. .i" -̂  .> LV--.UX UCtXig,

Penetapan  Undang-Undang  Darurat  Nomor  3
Tahun  1953  tentang  Perpanjangan  Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang
FemerinLahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).,
sebagairnana telah diubah beberapa kali,  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);.



5. Undang-Undang  Nomor  33  Taliun  2004  tentaxig
Perimbaxigan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Taliun  2004  Nomor  126,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 18  Tahun 2008  tentang
Pengelolaan  Sampah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Periindungan  dan Pengeiolaan  Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Neg_ara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

@ sebagaimana telah  diubah beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan PemerinLahan anLara Pemerinlah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor  1
Tahun 2010  tentang Pembentukan dan  Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak
(Lembaran Daerah Taliun 2010 Nomor 1).



Deng&ii Fersetujuas Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan

BUPATI PONTIANAK

iviiavi U"i'U sMii

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  PONTIANAK
TENTANG RETRIBUSI  PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pontianak.

2.Pemprintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai
umsui~ f>enTrsiencrCTsx"ci JPemsrxritahcm Qaerah JCalDX-T^aten Ponfciar13 k"

3.Bupati adalah Bupati Pontianak.

4.Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Urnura Kabupaten Pontianak.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

6.Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Retribusi,  adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian izin
tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Peraturan  Daerah Diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,termasuk pernungut atau pemotong retribusi tertentu.

8.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi "wajib Retribusi untuk memaiifaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

9. Surat Setoran Retrityusi Dse.rah; yang selanrut.nya disvingkat. RSVRD.
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
Lj.engaix cara am î e i^as u.aeraix meiatui tempat peniuayaran. yang

ditunjuk oleh Bupati.

10.Siirat Ketetapan. Retrib\ si Daerari, yang selarvj'u.tnya disingkat SKRD.
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang seianjutnya
disingkat  SKRDLB,  adalah  surat  ketetapan  retribusi  yang
menentukan jUmlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.



12.Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat  untuk  melakukan  tagihan  retribusi  dan/atau  Sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

13.Penyidik  tindak  pidana  dibidang  Retribusi  Daerah  adalah
Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang seianj ulnya disebuL penyidik,  unLuk mencari  serla
mengumpulkan bukti yang dengan bukti. itu memuat tentang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangka.

14.Retasi adalah banyaknya angkutan dalam jangka waktu tertentu,
seperti perhari, pernilnggu, perbulan dan selanjutnya.

15.Sampah adalah barang atau limbah buangan atau barang-barang
yang ol&h pemiliknya/perxiakciinya atau.  s.tas sumlisnnya tclsli
dibuang dengan maksud tidak dimanfaatkan.

16.Petugas  sampah adalah pegawai  atau pekerja yang ditunjuk
mengambil atau mengangkut sampah.

17.Penghasil sampah ialah setiap orang atau badan yang menghasilkan
sampah.

18.Bak sampah/tong sampah/container adalah tempat sampah yang
disedistkan untixk umum.

19.Tempat  penampungan  sampah  sementara  yang  selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah untuk sementara
sebelum diangkut ke tempat pengeiolaan akhir.

20.Tempat pengeiolaan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat pengeloiaan sampah yang terakhir.

21.Pemusnahan  atau  pengolahan  sampah  adalah  kegiatan
inen^hancurkan/rriem.usnahican/'iiieiigolali  sampali/liiiibah  a.gcur
tidak menimbulkan pencemaran.

BAB II
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek Retribusi dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
Retribusi atas pemberlan pelayanan persanipahan/kebersiharL yang
disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek  Retribusi  adalah  penyelenggaraan  jasa  pelayanan
Persampahan/ kebersihan yang di laksanakan oleh Pemerintah
Daerah meliputi:
a. Pengambilan/pengumpulan. sampah dari sumbernya ke lokasi

pembuangan sementara;
b.Pengangkutan  sampah""  dari  sumbernya  dan/atau  lokasi

ĵ /V îj_i.k_ UtCU.Ag,C*_LJ.^ ^>V̂ JLJ.jLk> LAOLJUl̂ CCLJ- CCXVJ.iJ.JL vbCUXJ.J.J^CCJ,Xj vaCU-J.
c. Penyediaan lokasi perabuangan/peinusnaliaii akhir sampah.



(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat i meliputi ;
a.Rumah tangga;
b.Los terbuka, Mos dan gerobak dorong;
c.Pasar, pertokoan, Rumah makan dan Ruko;
d.Bioskop, diskotik, karoke dan rumah bilyar;
e.Industi,  Rumah sakit.  Hotel.  Restoran. benekel.  Pabrik dan.

Gudang; dan
f. TPA sendiri oleh orang pribadi atau Badan.

(3)Dikecualikan daxi objek Re'iribusi sebagaimana dimaksud pada ayaL
(1)  adalah pelayanan kebersihan jalan 111111x01,  taman,  tempat
ibadah, sosial dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal4

Suujc.cC Rctnuusi auiaxajLj. orang priuadi atau ususn yang xiicngguxiakari

jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua.
Gplongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

BAB III
CAxcA IvIENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dmkur berdasarkan volume retasi dan kategori
objek retribusi.

5AS IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsp dalam penetapari struktur dan besarnya tariff retribusi
dimaksud untuk menutup  biaya penyeienggaraan penyediaan
pelayanan  fasilitas,  dengan  mempertimbangkan  kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan-

(2) Biaya  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  biaya
penyusutan, biaya oprasional dan pemeliharaan

BAB V
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
a. Pengambilan, PengangkuLan, Pengeiolaan dan Pemusnaban sampari

rumah tangga ditetapkan sebagai berikut:
Sampah rumah tangga :
-Kecil (Retasi dan katagori/hari) Rp 5.000,-/bulan;
-Sedang (Retasi dan kataori/hari) Rp 7.000,-/bulan;
-B.esar (Retasi dan katagori /hari) Rp. 10.000.-/bulan;



b.Pengambiian, Pengangkutan, Pengolahan dan Penrusnahan sampah
pedagang Los terbuka, Kios dan Gerobak dorong ditetapkan sebagai
berikut:

Halaman terbuka/kaki lima (ios terbuka, kios, gerobak dorong):

-Kecil (Retasi dan katagori/hari) Rp.  5.000,-/bulan;

-Sedang (Retasi dan katagori/hari) Rp.  6.0QG;-/"b-ularr.

-Besar (Retasi dan katagori/hari) Rp.  7.000,-/bulan;

c.Pengarjabilan,Pengangkutan,Pengolahan dan Pemusnahan sampah
Pasar, Pertokoan, Rumah makan dan Ruko ditetapkan sebagai
berikut:
-Kecil (Retasi dan katagori/hari) Rp. 10.000,-/bulan;

- Sedang (Retasi dan katagori/hari) Rp. 15.000,-/bulan;

-Besar (Retasi dan katagori/hari) Rp. 20.000,-/bulan;

d.Pengambilan,Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah
Daerah Tempat hiburan (bioskop, diskotik, karaoke, rumah bilyar)
ditetapkan sebagai berikut:
- Kecil (Retasi dan katagori/hari) Rp. 20.000,-/bulan;

- Sedang (Retasi dan katagori/hari) Rp. 30.000.-/bulan:

- Besar (Retasi dan katagori/hari Rp. 60.000,-/bulan;

e. Pengaxnbilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah
Industri, Rumah sakit, Hotel, Restoran, Bengkel, Pabrik dan Gudang

ditetapkan sebagai berikut:
i. LscLCTcU.1. JlTKaLAOULJ. .

-Kecil (Retasi dan katagori/hari) Rp. 20.000,-/bulan;

-Sedang (Retasi dan katagori/hari) Rp. 40.000,-/bulan;

-Besar (Retasi dan katagori/hari) Rp. 60.000,-/bulan;

2.Daerah Rumah Sakit, Hotel dan Restoran :

-Kecil (Retasi dan katagori/hari) Rp. 20.000,-/buian;

-Sedang (Retasi dan katagori/hari) Rp. 30.000.-/bulan;

-Besar (Retasi dan katagori/hari) RP .60.000,-/bulan:

3. Daerah Bengkel, Pabrik dan Gudang :

-Sedang (Retasi dan katagori/hari Rp. 30.000.-/bulan;

-Besar (Retasi dan katagori/hari) Rp. 60.000,-/bulan;

f. Penggunaan  TPA  sendiri  oleh  orang  pribadi/badan
Rp. 10.000,/bulan;

BAS VI
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasai 9

(1)Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3
(tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan niemperhaLikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(-3) Penetapan tarif retribusi sebagaimanan dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



SAS VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal II

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasai12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ajrat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 13

(1)Pemanfaalan dari penerimaan retribusi diuLamakan unLuk mendanai
kegiatan  yang  berkaitan  langsung  dengan  penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.

(2)Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
realisasi penerimaan.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 14

(1)Wajib ReLribusi lerLentu dapat rnengajukan keberalan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.



(4)Keadaan di  luar  kekuasaannya  sebagaiinana dimaksud  pada
ayat  (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi

(5)Pengajuan keberatan tidak memmda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterirna harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)  adalah xmtulc
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati

(3)Keputusan  Bupati  atas  keberatan  dapat  berupa  menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya yang
terutang

(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan. diLerbiLkannya SKRDLB.

BABX
PEMBAYAjRAjs RETRI3USI

Pasal 17

(1)Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.

(2)Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
ygxicr ciî erscimcikan.

(3)Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkan. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD

(4)Hasil pembayaran retribusi disetorkan ke kas daerah

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran penyetoran
dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar,  dikenakan sanksi  administrasi  berupa denda
administrasi  sebesar 2% (dua persen)  sebulan  dan ditagih dengan
menggunakan STRD.



PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1)Retribusi yang terutang yang tidak atau kuxang dibayar ditagih
dengan menggunakan STRD

(2)Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

(3)Pengeluaran Surat Teguran dan/atau peringatan dan/atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
Retribusi dikeiuarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo

(4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
dan/atau suraL lain yang sejenis, Wajib Reuibusi haras melunasi
retribusinya yang terutang....

(5)Pengeluaran Smat Teguxan sebagaimana dimakstid pada ayat (1)
dikeiuarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi,  atau Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1)Bupati  dapat  memberikan  pengurangan,  keringanan  dan
pembebasan Retribusi.

(2)Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  diberikan  dengan  memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan
dan pembebasan Retribusi ditetapkan oieh Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG BETRIBTJSa YAKS KASALdTw'AXES

Pasal 22

(l)Hak untuk melakukan. penagihan ReLtibusi meryadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3  (tiga)  tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang re'tribusi.



(2)Kedaluwarsa penagihan Relrebusi sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib  Retribusi,  baik
langsung maupun tidak langsung.

(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dixnaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyarnpaian Surat teguran tersebut.

(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Rstribusi dengan kesadarannya
menyatakan  masih  mempunyai  utang  Retribusi  dan  belum
meLunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

(1)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penarikan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)Bupati  menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi
daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(l).

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan retribusi
yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1)Bupati  berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban
Retribusi  dalam rangka  melaksanakan  peraturan  perundang-
undangan Retribusi Daerah.

(2)Wajib retribusi yang di periksa, wajib:
a. memperiihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi  dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi
diatux dengan Peraturan Bupati.



BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

(1)Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
retribusi  dalam  rangka  jabatan  atau  pekerjaannya  untuk
menjalarikan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi

Daerah.

(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  berlaku juga
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi

ahli dalam sidang pengadilan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara
atau  instansi  Pemerintah  yang  berwenang  melakukan
pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4)Unluk kepenlingan Daerah, BupaLi berwenang memberi izin LerLulis
kepada pejabat sebagaimana~dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib retribusi
kepada pihak yang ditunjuk.

(5)Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum
Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan
dan memperlihatkan bukti tertulis dan. keterangan. Wajib Retribusi
yang ada padanya.

(6)Perrnintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  harus
menyebutkan nama tersangka atau nania tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII
MfSSWTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1)Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pemberian  dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur
dengan Peraturan Bupati



PENYIDIKAN

Pasal 27

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di  bidang perpajakan Daerah  dan
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan  dengan tindak pidana di  bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap;

b. meneliti,  mencari,  dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran pexbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan,  pencatatan,  dan dokumen-dokumen lain,  serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang  atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret  seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan;

k. melakukan  tindakan  lain  yang  perlu  untuk  kelancaran
penyidikan tindak  pidana di bidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Peimntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  adalah
pelanggaran

Pasal 29

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaanya  tidak  memenuhi  kewajiban  merahasiakan  hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)  dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama l(satu) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empatjuta rupiah);

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan
sengaja tidak memenuhi  kewajibannya  atau  seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan dipidana denda
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah);

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar;

(4) Tuntutan  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan
ayat  (2)  sesuai  dengan  sifatnya  adalah  menyangkut
kepentingan  pribadi  seseorang  atau Badan  selaku  Wajib
Retribusi,  karena  itu  dijadikan  tindak  pidana pengaduan.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3 i

Pada saat peraturan Daerah inLmulai berlaku, maka Peraturan Daerah
Kabupaten . Pontianak Nomor 06  Tahun 2000  tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Cabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



1 Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan Pengundangan
I Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
! Kabupaten Pontianak.

| Ditetapkan  di Mempawah
| pada tanggal 8 - 8 - 2012

I WAKILBUPATI PONTIANAK,

I ttd

I RUBIJANTO

Diundangkan di Mempawah
padatanggal 8-8-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

GUSTI RAMLANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAR
TAHUN 2012 NOMOR 8

aJttifcftViisJljb î dengan aslinya
SriaTDâ aft^abupaten Pontianak,
__Kepala 1fjia jan Hukum
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ATAS

PERATURAN BAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PEKJELASAN UIvIUM

Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan,  Negara
Kesatuan Republik Indonesia..dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota.
Tiap-tiap daerah tersebut menxpunyai hak dan kewajiban mengatur
dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  untuk
meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Untak
menyelenggarakan  pemerintahan  tersebut,  Daerah  berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Dengan demikian,  pernungutan  Retribusi  Daerah haras
didasarkan pada Undang-Undang,  seperti  yang diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai
dan memiliki  peranan yang  relatif  kecil  terhadap  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah
kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai
dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat

tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi seluruh kebutuhan
pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu,  pemberian peluang untuk mengenakan
pungutan barU yang semula diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan
dapat menutupi  kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir
tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat
dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan
baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang
baik terhadap iklim investasi.  Banyak pungutan Daerah yang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan
pungutan pusat dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah.
Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-
Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap
APBD.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan
berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum
dapat diatasi  oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan
terhadap setiap  Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan
Retribusi daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah
tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Rasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14-
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16  . i.

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jejas.
Pasal 18  \ '@@@'

Cukup j elas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.




